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Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang adil (Todaro dan Smith, 
2006). Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 
pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan adalah masalah 
mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan negara-negara berkembang 
pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kinerja fiskal, perekonomian sektoral, kemiskinan sektoral, dan 
ketimpangan pendapatan daerah. Model persamaan simultan dinamis digunakan dalam 
penelitian ini, menggunakan data deret waktu gabungan dari 2009-2013 dan data 
penampang 19 provinsi yang diperkirakan menggunakan metode 2SLS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Indeks gini dipengaruhi oleh share PDRB sektor 
pertanian dan share PDRB sektor non pertanian. Jumlah penduduk miskin di pedesaan 
dan pekotaan dipengaruhi oleh upah sektoral, pengeluaran penduduk, dan indeks gini. 
Implikasi kebijakan yang akan dibuat pada desentralisasi fiskal adalah pemerintah 
pusat harus meningkatkan injeksi dana langsung ke daerah melalui infrastruktur dana 
alokasi khusus (DAK) dan pertanian sebagai dampak yang efektif pada pengurangan 
kemiskinan. 
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 PENDAHULUAN 
Tujuan pembangunan ekonomi ialah 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta menciptakan 
distribusi pendapatan yang merata 
(Todaro dan Smith, 2006). 
Keberhasilan pemerintahan dalam 
mencapai tujuan pembangunan 
seringkali dinilai dari perubahan tingkat 
kemiskinan. Dalam konteks kebijakan 
desentralisasi fiskal dalam rangka 
                                                             
1 Berturut-turut Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing 
  
mempercepat tercapainya tujuan 
pembangunan nasional maka analisis 
kemiskinan penting untuk dilakukan. 
Kemiskinan merupkan permasalahan 
mendasar dalam pembangunan, 
berdasarkan data BPS (2013) jumlah 
penduduk miskin Indonesia sebesar 
28.55 juta jiwa (11.47%). Berbagai 
kebijakan dan program telah dilakukan 
pemerintah untuk mengentaskan 
kemiskinan namun masih belum 
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mencapai keberhasilan yang nyata. 
Bahkan beberapa tahun terkahir ini 
penurunan kemiskinan mengalami 
perlambatan dan ketimpangan semakin 
meningkat hingga mencapai 0.41 
persen (BPS, 2013).  
Menurut Ravalion (2006), 
untuk mengentaskan kemiskinan 
dengan cepat sekaligus menurunkan 
ketimpangan dapat dilakukan melalui 
pertumbuhan yang pro poor, yaitu 
pertumbuhan ekonomi yang memihak 
terhadap penduduk miskin. 
Infrastruktur mempunyai peran penting 
dalam memacu percepatan 
pertumbuhan pro-poor, dengan cara 
mendorong berkembangnya sektor 
ekonomi yang menjadi mata 
pencaharian mayoritas penduduk 
miskin, yaitu sektor pertanian 
dipedesaan. Dengan demikian dapat 
meningkatkan pendapatan penduduk 
miskin. Berdasarkan data BPS (2013),  
dari 28.55 juta penduduk miskin di 
Indonesia, 17.92 juta orang (63%) 
hidup dan tinggal di pedesaan dengan 
pertanian sebagai sumber pendapatan 
utamanya (Siregar dan Wahyuniarti, 
2007). Hasil studi Yanuar (2006) 
memperlihatkan bahwa infrastruktur 
secara parsial memberikan kontribusi 
terhadap pertumbuhan output baik pada 
sektor pertanian maupun non-pertanian. 
Selain itu kesenjangan stok 
infrastruktur antar daerah 
mempengaruhi output masing-masing 
daerah tersebut. Sehingga kesenjangan 
yang terjadi dalam perekonomian dapat 
disebabkan oleh adanya ketimpangan 
stok dari infrastruktur. 
Dalam rangka mempercepat 
tercapainya tujuan pembangunan 
ekonomi nasional, maka sejak tahun 
2001 pemerintah Indonesia telah 
menerapkan kebijakan desentralisasi 
fiskal dengan mengalihkan sebagian 
kewenangan pengelolaan keuangan 
kepada pemerintah daerah untuk 
penyediaan layanan publik di daerah, 
sehingga diharapkan terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat karena 
pemerintah daerah lebih tau kebutuhan 
masyarakatnya. Bentuk komitmen 
pemerintah pusat dalam kebijakan 
desentralisasi fiskal adalah dengan 
mengalokasikan anggaran transfer 
fiskal ke daerah dalam APBN, yaitu 
terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK). 
Dana Alokasi Khusus (DAK 
sebagai salah satu bentuk pendanaan 
desentraslisasi fiskal, di alokasikan 
pada dasarnya untuk meningkatkan 
penyediaan sarana dan prasarana fisik 
daerah yang menjadi prioritas nasional 
guna menyerasikan laju pertumbuhan 
antar daerah serta pelayanan antar 
sektor. DAK dapat dijadikan 
kompensasi atas kekurangan 
pembiayaan pembangunan fisik dan 
pelayanan masyarakat di daerah. 
Meskipun dalam jumlah yang terbatas 
DAK mengambil porsi yang signifikan 
(Bappenas, 2011) Sehingga DAK 
dalam hal ini memiliki peran strategis 
dalam pembiayaan pemerintah daerah 
atau dalam meningkatkan alokasi 
anggaran pengeluaran pembangunan 
daerah. Oleh karena itu, untuk 
mengetahui pengelolaan DAK benar-
benar memenuhi prinsip efektif dan 
efisien, ekonomis, serta manfaat bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
di tingkat daerah maupun nasional 
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maka konteks efisiensi untuk bentuk 
conditional transfer seperti DAK ini 
perlu dilihat secara makro 
kontribusinya dalam pencapaian 
indikator-indikator yang menjadi 
prioritas pembangunan nasional.  
Berdasarkan uraian di atas, maka 
pertanyaan yang muncul dalam 
penelitian ini adalah faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi kinerja fiskal, 
perekonomian sektoral, kemiskinan 
sektoral, dan ketimpangan pendapatan 
daerah 
METODE PENELITIAN 
Jenis dan Sumber Data 
Studi ini menggunakan data 
panel agregat provinsi dan 
kabupaten/kota di 19 provinsi tahun 
2009-2013. Sumber data berasal dari 
Badan Pusat Statistik, Direktort 
Jenderal Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan dan 
Kemeterian Pekerjaan Umum. Data 
infrastruktur daerah di ambil dari Dana 
Alokasi Khusu (DAK) bidang 
infrastruktur dan bidang pertanian. 
Data yang terkumpul dari tiap-tiap 
provinsi dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu data provinsi yang memiliki 
proporsi PDRB sektor pertanian tinggi 
(lebih besar dari rata-rata) dan rendah 
(lebih kecil dari rata-rata) yang 
keduanya masih tergolong daerah yang 
mempunyai kapasitas fiskal relatif 
rendah. 
 
METODE ANALISIS DATA 
Analisis untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja 
fiskal, perekonomian sektoral, 
kemiskinan sektoral, dan ketimpangan 
pendapatan daerah menggunakan 
model ekonometrika dengan sistem 
persamaan simultan dan metode 
estimasi Two Stage Least Squares 
(2SLS) menggunakan program 
komputer SAS 9.3. Model dibentuk 
berdasarkan studi literatur diantaranya 
diacu dari studi, (2014); Lisna, (2014); 
Sumedi, (2013); Yannizar, (2012); dan 
Nanga, (2006), dan kerangka teori 
menggunakan teori pertumbuhan 
Solow (1950) sehingga didapatkan 
suatu penyederhanaan yang dapat 
menggambarkan fenomena nyata. 
Model dalam penelitian ini terdiri dari 
3 blok yaitu blok kinerja fiskal, kinerja 
perekonomian, ketimpangan dan 
kemiskinan
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DJLN: Dana Alokasi Khusus Bidang Infratruktur Jalan (juta Rp), DIRGS : Dana Alokasi Khusus 
Bidang Infratruktur Irigasi (juta Rp), DINFLL: Dana Alokasi Khusus Bidang Infratruktur Lain-lain 
(juta Rp), KAPFIS : Kapasitas Fiskal (juta Rp), TPOV : Total Penduduk Miskin (Jiwa), LW : Luas 
Wilayah (juta Rp), INFR: Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (juta Rp), DAK : Dana Alokasi 
Khusus (juta Rp), DAKPER: Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (juta Rp), DAPER : Dana 
Perimbangan (juta Rp), PDD : Pendapatan Daerah (juta Rp), PDL : Pendapatan Daerah dari lainnya 
(juta Rp), BL : Belanja Langsung (juta Rp), MDL: Belanja Modal (juta Rp), PLD: Pengeluaran 
Daerah (juta Rp), PDRBA/NA: Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian/Sektor Non 
Pertanian (juta rupiah), TKA/NA: Tenaga Kerja Sektor Pertanian/non Pertanian (jiwa ), UPHA/NA 
:Rata-rata Upah Sektor Pertanian Sektor Pertanian/Non Pertanian(ribu rupiah), TJLN : Total Jalan 
(km), SPDRBA/NA: Share Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian/Non Pertanian 
(persen), GINI : Indeks Gini, POVD/K : Jumlah Penduduk Pedesaan/ Perkotaan, PENGDES/KOT : 
Pengeluaran Rata-Rata Penduduk Pedesaan/Perkotaan, D : dummy variable: nilai 1 untuk daerah 
yang proporsi PDRB sektor pertanian tinggi; dan nilai 0 untuk daerah yang proporsi PDRB sektor 
pertanian rendah, u : komponen error 
 
HASIL ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 
 
Blok Kinerja Fiskal Daerah 
a. Dana Alokasi Khusus Bidang 
Infrastruktur (DAK) 
Hasil Estimasi menunjukkan 
bahwa kapasitas fiskal (KAPFIS) 
yang mencerminkan kemampuan 
keuangan daerah berpengaruh negatif 
terhadap besarnya dana alokasi 
infrastruktur (irigasi dan jalan). 
Daerah yang mempunyai kapasitas 
fiskal rendah maka mendapatkan 
alokasi DAK yang lebih besar, dan 
begitu juga sebaliknya. Nilai 
a. BLOK KINERJA FISKAL 
 
1. DJLNit    = a0 + a1 KAPFISit  + a2TPOVit  +  
a3LWit + a4Dit  + a5LDJLNit + μ1 
2.  DIRGSit   = b0 + b1 KAPFISit + b2TPOVit + 
b3Dit  + b4LDIRGit  + μ2 
3.  DINFLLit = c0 + c1 KAPFISit + c2TPOVit + 
c3Dit + c4 LDINFLit  + μ3 
4.    INFRit  =  DJLNit + DIRGSit + DINFLLit  
5.    DAKit  =  INFRit + DAKPERit + DAKLLit 
6. DAPERit = DAUit + DAKit + DBHit  
7. PDDit  =  PADit + DAPERit + PDLit 
8. PADit  =  d0 + d1 TPDRBit  + d2PLDit + d3Dit  
+ μ4 
9.  KAPFISit = PDDit - DAKit - DAUit - PDLi 
10.  BLit  =  MDLit + NMDLit 
11.  MDLit  =  e0 + e1 PADit  +  e2INFRit +  
e3DAUit + e4DBHit + e5Dit + e6LMDLit   + μ5 
12. PLDit  = BLit + BTLit 
 
b. BLOK KINERJA PEREKONOMIAN 
 
13. PDRBAit  = f0 + f1TKAit + f2DAKPERit 
+ f3DMDLit + f4LLSIit + f5TJLNit + f6Dit +μ6 
14. PDRBNAit  = g0 + g1TKNAit + g2MDLit 
+ g3TJLNit + g4Dit  +μ7 
 
 
15.   TPDRBit  = PDRBAit + PDRBNAit 
16. TKA it  =  h0 +  h1UPHAit +  
h2PDRBAit + h3Dit + h4LTKAit +μ8 
17.   TKNAit  =  i0  + i1UPHNAit + 
i2PDRBNAit + i3Dit + i4LTKNAit +μ9 
18.    TTKit  = TKAit + TKNAit 
19.  UPHAit  = j0 + j1PDRBAit + j2TJLNit   
+ j3Dit  + j4LUPHAit+μ10 
20.  UPHNAit  = k0 + k1 PDRBNAit + 
k2TJLNit + k3 Dit + k4 LUPHNAit+μ11 
 
c. BLOK KETIMPANGAN DAN 
KEMISKINAN 
 
21.    GINIit = l0 + l1SPDRBAit+ 
l2SPDRBNAit + l3Dit+ l4LGINIit +μ12 
22.    SPDRBAit = PDRBAit/TPDRB it*100 
23.    SPDRBNAit = PDRBNAit/TPDRBit*100 
24.   POVDit = m0 + m1UPHAit+ 
m2PENGDESit + m3GINIit  + m4Dit + 
m5LJMPDit +μ13 
25.   POVKit  = n0 + n1UPHNAit + 
n2PENGKOTit + n3GINIit + n4Dit + 
n5LJPMKit + μ14 
26.   TPOVit  =  POVDit  + POVKit 
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koefisien parameter variabel 
kapasitas selain tidak signifikan juga 
sangat kecil, terutama pada 
persamaan DAK infrastruktur irigasi 
hanya sebesar -0.00039. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kapasitas 
fiskal tidak menjadi pertimbangan 
utama dalam menentukan besarnya 
DAK infrastruktur jalan dan irigasi 
dikarenakan dalam penentuan 
besarnya DAK terdapat kriteria 
lainnya, yaitu kriteria khusus dan 
teknis yang tidak menjadi bagian 
dalam penelitian ini. 
Selanjutnya adalah jumlah penduduk 
miskin (TPOV), salah satu 
peruntukan DAK adalah untuk 
percepatan pengentasan kemiskinan 
(Sumedi, 2013) dimana daerah yang 
memiliki jumlah penduduk 
miskinnya besar maka mendapatkan 
DAK infrastruktur yang lebih besar. 
Sehingga koefisien parameter 
variabel jumlah penduduk miskin 
bertanda positif terhadap besarnya 
DAK yang diberikan kepada daerah. 
Koefisien elastisitas yang juga kecil 
menunjukkan rendahnya 
responsibilitas DAK infrastruktur 
terhadap perubahan jumlah penduduk 
miskin. Variabel dummy 
menunjukkan tanda yang positif pada 
DAK jalan dan irigasi, hal ini 
menunjukkan ada perbedaan besarnya 
DAK jalan dan irigasi antara provinsi 




Tabel 1. Hasil Estimasi dan Elastisitas Variabel DAK jalan, irigasi, PAD dan 
Belanja Modal 
DAK Jalan  DAK Infrastruktur Irigasi (IRGS) 
Variabel 
Paramete






Pr > |t| Elastisitas 
   Estimate J.Pndk J.Panj 
 J.Pndk J.Panj 
Intercept 10093.3 0.478    Intercept  7580.3 0.0916  
 
DKAPFIS -0.00058 0.921 -0.002 -0.005 LKAPFIS -0.0003 0.6524 -0.036 -0.072 
TPOV 0.00691 0.123d 0.077 0.188  LTPOV 0.00697 0.0018a 0.234 0.463 
LW 377.7 0.0002a 0.222 0.540  D 6557.8 0.0857c   
D 2509.6 0.838    LDIRGS 0.4952 <.0001a   
LDJLN   0.58836 <.0001a   
R-Square     0.6821;           Durbin-Watson         =  
2.2318 
R-Square      =   0.70344, Durbin-Watson    = 2.05282                      







  Pr > |t| 








Intercept 39618.8 0.9054      Intercep 
-
37038.6 0.8641   
TPDRB 0.0214 <.0001a 0.6491  PAD 0.12053 0.001 a 0.110 0.405 
PLD 0.0709 0.004 a 0.3897  INFR 2.38726 0.0309b 0.155  0.5689 
D -77988.4 0.785    DDAU 0.07123 0.3644 0.010 0.0394 
 LDIRGS 0.4952 <.0001a    DBH 0.14993 0.058b 0.072 0.2643 




Durbin-Watson                        1.31829  LMDL 0.72616 <.0001 a   
 R-Square        0.9168;      Durbin-Watson      1.965083 
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b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Besarnya PAD akan menggambarkan 
kemandirian suatu daerah. Hasil 
estimasi menunjukkan bahwa PAD 
memberikan respon positif dan 
signifikan terhadap variabel total 
TPDRB dan pengeluaran daerah. 
Terlihat dari nilai elastisitas bahwa 
TPDRB lebih elastis daripada 
pengeluaran daerah. Hal ini 
mengindikasikan bahwa total PDRB 
masih perlu di tingkatkan untuk 
meningkatkan pendapatan asli 
daerah. Variabel dummy bernilai 
negatif, hal ini menunjukkan tidak 
ada perbedaan besarnya PAD anatara 
daerah pertanian tinggi dengan daerah 
pertanian yang rendah. 
 
c. Belanja Modal 
Secara teori, penerimaan daerah 
dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal atau 
belanja daerah Stiglitz (2000). Namun 
pada realisasinya, pengeluaran 
pemerintah ditentukan oleh penerimaan 
daerah. Hasil estimasi menunjukkan 
bahwa seluruh variabel penjelas yang 
digunakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap belanja modal, 
kecuali DAU tidak signifikan dan 
koefisiennya mempunyai nilai yang 
kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 
DAU belum  memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap belanja modal. 
Sesuai dengan temuan Lisna (2014) 
bahwa setengah dari DAU 
dipergunakan untuk membiayai gaji 
pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini 
mengindikasikan bahwa DAU lebih 
diutamakan untuk kebutuhan 
administrasi pemerintah daerah atau 
belanja rutin daripada kebutuhan 
pembiayaan pembangunan daerah. 
Sementara DAK infrastruktur 
mempunyai pengaruh paling besar 
terhadap belanja modal, dan dalam 
jangka panjang elastisitasnya cukup 
besar. Hal ini dapat diartikan dalam 
jangka panjang apabila DAK 
infrastruktur ditingkatkan maka akan 
menambah besarnya belanja modal. 
Temuan ini didukung oleh temuan 
lembaga penelitian dari SMERU 
(Usman, dkk, 2008) yang menyatakan 
bahwa DAK merupakan salah satu 
sumber pendanaan untuk belanja 
modal. Selanjutnya PAD yang 
berpengaruh positif dan signifikan, 
semakin baik PAD suatu daerah maka 
semakin besar pula alokasi belanja 
modalnya (Ardhani 2011).  
Blok Kinerja Perekonomian 
a. Output Sektoral   
 Variabel-variabel dalam 
persamaan ini di antaranya dipilih 
berdasarkan teori Solow-Swan yang 
menyatakan bahwa proses 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka 
panjang merupakan hasil interaksi 
faktor-faktor produksi yaitu modal, 
tenaga kerja, dan teknologi 
(Dornbusch, et al., 2008). Secara 
keseluruhan hasil estimasi parameter 
menunjukkan pengaruh positif dan 
signifikan, kecuali variabel total jalan 
tidak signifikan. Baik tenaga kerja 
pertanian (TKA) mapun non 
pertanian (TKNA) berpengaruh 
mempunyai nilai elastisitas terbesar 
dari variabel-variabel lainnnya di 
dalam persamaan. Hal ini 
mengindikasikan masih dibutuhkan 
penambahan tenaga kerja di kedua 
sektor tersebut, tambahan TKA 
hendaknya dialokasikan pada daerah-
daerah yang mempunyai lahan 
pertanian yang masih luas. Hal ini 
diharapkan agar menjadikan 
pengusahaan pertanian menjadi lebih 
intensif sehingga produksi dan 
produktivitasnya meningkat.  
 Selanjutnya pengaruh dana 
alokasi khusus bidang pertanian 
(DAKPER) terhadap PDRB pertanian 
berpengaruh positif dan signifikan 
pada taraf 10 persen. Nilai koefisien 
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parameter menunjukkan bahwa 
DAKPER memberikan pengaruh 
yang sangat besar terhadap PDRB 
pertanian namun nilai elastisitasnya 
kecil. Koefisien elastisitas yang kecil 
menunjukkan rendahnya 
responsibilitas PDRB sektor 
pertanian terhadap DAKPER. 
Sementara pengaruh variabel belanja 
modal terhadap PDRB sektor 
pertanian mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan pada taraf 1.0 
persen, namun mempunyai koefisien 
parameter estimasi dan elastisitas 
yang kecil. Sedangkan pada PDRB 
non pertanian koefisien parameter 
dan tingkat elastisitasnya cukup 
besar. Hal ini mengindikasikan bahwa 
belanja modal daerah lebih condong 
pada pembiayaan tehadap sektor non 
pertanian. Sementara variabel total 
panjang jalan mempunyai pengaruh 
yang positif terhadap PDRB sektor 
pertanian maupun PDRB sektor non 
pertanian, dan terhadap PDRB sektor 
pertanian tidak signifikan. Hal ini 
diduga bahwa keberadaan panjang 
jalan belum dimanfaatkan secara 
maksimal oleh kegiatan di sektor 
pertanian.   
b. Tenaga Kerja Sektoral 
Upah berpengaruh negatif terhadap 
tenaga kerja sektor pertanian (TKA) 
maupun non pertanian (TKNA), hal 
ini sesuai dengan teori ekonomi 
bahwa jika upah naik maka 
penyerapan tenaga kerja akan turun, 
dan sebaliknya. Selanjutnya PDRB 
masing-masing sektoral, dimana 
PDRB sektor pertanian pada tahun 
sebelumnya berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyerapan TK 
pertanian, koefisien parameter dan 
elastisitas yang kecil menunjukkan 
bahwa pengaruh PDRB sektor 
pertanian terhadap penyerapan tenaga 
kerja kecil. Namun dalam jangka 
panjang kenaikan PDRB sektor 
pertanian cukup elastis. Sedangkan 
pengaruh PDRB sektor non pertanian 
terhadap penyerapan TK sektor non 
pertanian positif juga signifikan. 
Koefisien parameter estimasinya 
lebih kecil dari pada penyerapan 
tenaga kerja di sektor pertanian, dan 
dalam jangka panjang penyerapan 
TKNA cukup responsif terhadap 
PDRB non pertanian. 
 
Tabel 2.  Hasil Estimasi dan Elastisitas Variabel PDRB Pertanian, Non Pertania, 
tenaga Kerja Pertanian, Non Pertanian dan Indeks Gini 
PDRB Pertanian  PDRB Non Pertanian 
Variabel 
Paramete





Pr > |t| Elastisitas 
  Estimate J.Pndk  J.Pndk 
Intercept -3139857 0.0803  Intercept -2.32E+07   
TKA 5.063561 <.0001a 0.611665 TKNA 19.1897 
   
0.0703c 0.851943 
DAKPER 2584221 0.0748c 0.163716  LMDL 6.627932 0.0946c 0.273195 
DMDL 2.136819 0.0022 a 0.031537  LTJLN 850.3962 0.1082c 0.213212 
LLSI 19.72399 0.0002 a 0.299051  D 1850907 0.7484  
TJLN 36.42456 0.2434 0.045107 R-Square                               0.95991 
D 2075896 0.0478b  Durbin-Watson                     0.695671 
R-Square                             0.93942  
Durbin-Watson                    0.87264  
Tenaga Kerja Sektor Pertanian  Tenaga Kerja Non Pertanian   
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   Pr > |t| 
     
Elastisitas Variabel Parameter 
Estimasi 
Pr > |t| Elastisitas 
J.Pdk   J.Panj 
 
J.Pndk J.Pnj 
 Intercept 281444.6 0.0703      Intercept 1263240 0.0686   
 UPHA -228124 0.0946c -0.12 -0.89 
 
RUPHNA -1150185 0.0855c -0.387 - 2.67 
LPDRBA 0.01101 0.1082c 0.09 0.635  PDRBNA 0.00622 0.0081a 0.1401 0.96 
 D -23714.2 0.7484    D -87346.6 0.512   
 LTKA 0.858153 <.0001a    LTKNA 0.855178 <.0001 a   
R-Square                             0.97662  R-Square                                 0.9879 
Durbin-Watson                   2.690622  Durbin-Watson                      2.284287 
Upah Pertanian Upah Non Pertanian 
Variabel  
Parameter 






    
J.Pnd J.Panj Pr > |t| 
    
J.Pend J.Pnj 
 Intercept 0.607184 <.0001   Intercept 1.63225 0.0099   
LPDRBA 5.72E-09 0.071c 
   
0.08 0.088 PRDKNA 0.055865 0.0081a 
 
0.1048 
      
0.53 
 TJLN -3.36E-06 0.156d -0.06 
    -
0.064 TJLN -6.91E-06 0.3636 -0.01 
    -
0.05 
 D 0.039755 0.5812   D -0.32415 0.1979d   
 LUPHA 0.047176 0.0019a   LUPHNA 0.804576 <.0001a   
  R-Square                             0.1299  R-Square                             0.87001 
Durbin-Watson                     2.5209  Durbin-Watson                  2.768058 
Indeks Gini   
Variable         Parameter            Pr > |t|        Elastisitas 
          Estimate        J.Pendek  
Intercept 0.397198 <.0001   
LSPDRBA -0.0004 0.6447 -0.02069  
GSPDRBNA 0.005921 0.165d 0.00388  
D -0.02883 0.0157b   
 R-Square                                          0.23452 
Durbin-Watson                                0.943056  
c. Upah Sektoral 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa 
PDRB sektor pertanian berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap rata-
rata upah di sektor pertanian. Nilai 
koefisien parameter dan elastisitasnya 
kecil baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjangnya, hal ini 
menunjukkan rendahnya 
responsibilitas upah sektor pertanian 
terhadap perubahan PDRB sektor 
pertanian. Temuan ini juga telah 
terjadi pada studi sebelumnya, Lisna 
(2014) bahwa pengaruh PDRB 
terhadap upah mempunyai koefisien 
dan parameter yang kecil. Hal ini 
diduga perubahan upah masih butuh 
kondisi penyesuaian, tidak mudah 
mengalami kenaikan atau penurunan. 
Sedangkan hasil estimasi pada 
persamaan upah non pertanian, 
variabel produktivitas mempunyai 
elastisitas jangka panjang cukup 
elastisis, artinya dalam jangka 
panjang upah sektor non pertanian 
lebih responsif terhadap perubahan 
produktivitas tenaga kerja. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pihak 
perusahaan di sektor non pertanian 
lebih mengutamakan produktivitas 
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tenaga kerjanya dalam menentukan 
upah. 
 
Blok Indeks Gini dan Kemiskinan 
a. Indeks gini 
Indeks Gini yang merupakan ukuran 
ketimpangan pendapatan penduduk 
diduga dipengaruhi oleh kontribusi 
PDRB sektoral terhadap total PDRB. 
Berdasarkan asumsi hipotesis 
Kuznets (1955) bahwa sektor 
tradisional di pedesaan memiliki 
ketimpangan pendapatan rendah, 
sedangkan sektor modern di 
perkotaan memiliki ketimpangan 
pendapatan tinggi. Hasil estimasi 
indeks gini walaupun tidak signifikan, 
koefisien PDRB pertanian yang 
bertanda negatif menunjukkan bahwa 
meningkatnya PDRB sektor pertanian 
akan menurunkan ketimpangan. 
Dilihat dari nilai elastisitasnya, jika 
share PDRB pertanian di tingkatkan 
sebesar 10 persen maka akan 
menurunkan tingkat ketimpangan 
sebesar 0.2 persen, dimana saat ini 
indeks gini sudah mencapai 4.1 
persen. Sedangkan share PDRB 
sektor non pertanian berpotensi 
meningkatkan ketimpangan karena 
nilai koefisien parametrer nya 
bertanda positif, namun respon 




Tabel 3. Hasil Estimasi dan Elastisitas Variabel Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan 
dan Perkotaan 








Intercept 204134.9 0.1924   
UPHA -170825 0.0576b -0.2038 -2.993 
LPENGDES -7169.8 0.7885 -0.0356 -0.522 
GGINI 547.229 0.7425 0.0017 0.0262 
D 10183.2 0.8364   
LPOVD 0.93189 <.0001a   
R-Square                                  0.96608 
Durbin-Watson                        2.635565 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
KEBIJAKAN 
 
Berdasarkan hasil estimasi parameter 
dan simulasi kebijakan dapat 
disimpulkan bahwa: 
 
1. Kinerja fiskal daerah dapat dilihat 
dari variabel DAK infrastruktur 
(jalan, irigasi dan lainnya) 
dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, 
jumlah penduduk miskin, dan luas 
wilayah (hanya terdapat pada DAK 
jalan); Pendapatan Asli daerah 
(PAD) dipengaruhi oleh total PDRB 
dan pengeluaran daerah. Sedangkan 
belanja modal dipengaruhi oleh 
pendapatan asli daerah, DAK 
infrastruktur, selisih dana laokasi 
umum dari tahun sebelumnya dan 
dana bagi hasil.  
 
2. Kinerja perekonomian sektoral 
dapat dilihat dari output atau PDRB 
sektor pertanian dan non pertanian. 
Output sektor pertanian dipengaruhi 
oleh tenaga kerja pertanian, DAK 
pertanian, selisih belanja modal 
dengan tahun sebelumnya, luas 
wilayah, dan total panjang jalan. 
Sedangkan sektor non pertanian 
dipengaruhi oleh tenaga kerja non 
pertanian, belanja modal pada tahun 
sebelumnya, dan total panjang jalan 
pada tahun sebelumnya. Dilihat dari 
penyerapan tenaga kerja, maka 
penyerapan tenaga kerja sektor 
pertanian dipengaruhi oleh upah 
sektor pertanian dan PDRB sektor 
pertanian pada tahun sebelumnya. 
Sedangkan Tenaga kerja sektor non 
pertanian dipengaruhi oleh rasio 
upah terhadap upah tahun 
sebelumnya dan PDRB sektor non 
pertanian. Upah sektoral 
dipengaruhi oleh PDRB sektoral dan 
total panjang jalan, dimana total 
panjang jalan berpengaruh negatif 
namun tidak signifikan.  
 
3. Indeks gini dipengaruhi oleh share 
PDRB sektor pertanian dan share 
PDRB sektor non pertanian. Jumlah 
penduduk miskin di pedesaan dan 
pekotaan dipengaruhi oleh upah 
sektoral, pengeluaran penduduk, dan 
indeks gini.  
 
4. Untuk mencapai tujuan pem-
bangunan ekonomi, yaitu me-
ningkatkan pertumbuhan ekono-mi,  
mengurangi ketim-pangan 
pendapatan dan menurun-kan 
kemiskinan sektoral  di dae-rah  pada 
era desentralisasi fiskal ini maka 
pemerintah pusat harus 
meningkatkan injeksi dana lang-
sung ke daerah lewat DAK bidang 
infrastruktur dan pertanian yang 
ditujukan untuk memperbaiki 
layanan dasar di daerah dalam 
rangka percepatan pembangunan 
daerah dan pencapaian sasaran 
prioritas nasional, yaitu menu-
runkan kemiskinan, ketimpangan 
pendapatan, penyerapan tenaga 
kerja dan proporsi penduduk mis-kin 
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